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Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 merupakan laporan sekaligus 

pertanggungjawaban yang dibuat secara tahunan untuk merangkum seluruh kegiatan 

Biro Umum. Laporan ini mencakup akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta pengelolaan anggaran Biro Umum untuk menyelenggarakan urusan 

rumah tangga perkantoran; inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan Barang Milik 

Negara (BMN); layanan pengadaan barang dan jasa; serta pengelolaan pencetakan, 

kearsipan dan ekspedisi. 

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 disampaikan kepada publik dan 

pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran umum, analisis, dan evaluasi 

capaian kinerja tahun 2025, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun-tahun 

sebelumnya, serta kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Laporan ini disajikan dalam 

bentuk narasi ringkas dengan lampiran pendukung dalam bentuk gambar dan tabel-

tabel. 

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan 

laporan ini. Kami mengharapkan juga kritik dan saran yang membangun untuk 

penyempurnaan laporan kinerja Biro Umum di masa mendatang. 
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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah lingkup Sekretariat Utama, Biro 

Umum memiliki tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, 

inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan barang/jasa, pencetakan, arsip 

dan ekspedisi. Ini menunjukkan bahwa tugas Biro Umum memberikan dukungan bagi 

kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui pemberian layanan 

Barang Milik Negara (BMN), Layanan Umum (Layanan Inventarisasi, Penyimpanan, dan 

Penghapusan; Layanan Kerumahtanggaan; Layanan Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi; 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa), Layanan Perkantoran (Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor), dan layanan penyediaan sarana dan prasarana internal. 

Dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik (BPS) 

yang tertuang dalam Renstra BPS 2025-2029, Biro Umum memberikan kontribusi melalui 

tercapainya sasaran kegiatan “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN” 

yang mendukung tercapainya sasaran Program “Terwujudnya "Belanja Berkualitas" 

melalui Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal” dan mendukung 

tercapainya sasaran strategis BPS yaitu “Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang 

bersih, akuntabel, dan profesional”. 

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, tahun 2025 Biro Umum memperoleh 

alokasi anggaran (dapat dipergunakan) yang berasal dari APBN pada Program 

“Dukungan Manajemen BPS Lainnya” dan Kegiatan “Dukungan Manajemen BPS 

Lainnya” sebesar Rp129.655.907.000,-. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran Biro 

Umum mencapai Rp119.404.930.629,- atau sebesar 92,09 persen dari total anggaran 

yang dapat dipergunakan dengan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada layanan 

perkantoran (EBA.994).  

Sedangkan untuk pencapaian kinerja dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Biro Umum tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan dengan capaian 

sebesar 100,68 persen. Apabila dilihat berdasarkan capaian 4 (empat) indikator yang 

menjadi tanggung jawab Biro Umum, masih terdapat indikator yang capaiannya sedikit 

belum mencapai target yaitu indikator Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum dengan 

capaian sebesar 99,94 persen. Walaupun demikian, Biro Umum berkomitmen untuk 

melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kepuasan 

layanan yang diberikan di tahun 2026 ini. 
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Tabel 1. Capaian IKU Biro Umum Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 3,66 3,68 100,55 

2. Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) 89,60 90,07 100,52 

3. Tingkat Digitalisasi Arsip 95,00 96,61 101,69 

4. Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum 88,00 87,95 99,94 

Rata-Rata Capaian IKU (%)   100,68 

 

Sedangkan apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja unit kerja 

eselon II di lingkup Kesestamaan yang sebesar 103,37 persen, capaian kinerja Biro 

Umum sebesar 100,68 persen memang lebih rendah. Walaupun demikian, hampir 

seluruh indikator kinerja utama Biro Umum telah berhasil mencapai bahkan melampaui 

target yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen 

dan sinergi yang kuat baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Biro Umum untuk 

mencapai kinerja yang terbaik.  

 

Gambar 1. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025 
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Pencapaian kinerja Biro Umum pada tahun 2025 juga diiringi oleh tingkat efisiensi 

yang berhasil dicapai sebesar 1,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Umum dinilai 

“efisien” dikarenakan dengan penyerapan anggaran yang sebesar 92,09 persen, mampu 

mencapai kinerja bahkan melebihi dari target yang diperjanjikan di awal tahun 2025.  

Keberhasilan Biro Umum dalam pencapaian target kinerja yang sudah 

diperjanjikan di awal tahun dengan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang efisien 

menunjukkan bahwa Biro Umum telah berkontribusi secara nyata dalam mendukung 

tercapainya sasaran program yaitu Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan 

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dan juga mendukung tercapainya sasaran 

strategis yaitu Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan 

profesional. Dengan demikian Biro Umum telah berkontribusi dalam tercapainya visi dan 

misi BPS sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2025-2029.



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk 

perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan 

akuntabilitas kinerja merupakan strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.  

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja 

pada instansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan 

SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.  

Melalui SAKIP, instansi pemerintah didorong untuk fokus pada pencapaian 

hasil (outcome) dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pada 

penyerapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan semata. Dengan demikian, 

SAKIP membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

negara, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan 

nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, SAKIP 

berperan penting dalam memperkuat budaya kinerja di lingkungan birokrasi. 

SAKIP mendorong pimpinan dan seluruh pegawai untuk memiliki target kinerja 

yang jelas, indikator yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini 

akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan kinerja, 

sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur. Pada akhirnya, penerapan 

SAKIP yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik, memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berintegritas, dan berkelanjutan. 

Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan 

untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu 



 

2 
 

tahun anggaran. LAKIN merupakan media untuk menyajikan informasi 

mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan kinerja. Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja instansi, sekaligus 

sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan 

pemanfaatan sumber daya. Selain itu, LAKIN juga menjadi instrumen penting 

dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui 

identifikasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut. 

 Penyusunan LAKIN Biro Umum tahun 2025 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik dikarenakan 

memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta 

hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu 

tahun anggaran. Selain itu, LAKIN Biro Umum Tahun 2025 disusun sebagai 

sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan area 

yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat menjadi bahan masukan yang 

konstruktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Biro Umum pada 

periode berikutnya. 

 

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Umum 

Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi Biro Umum 

berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585) berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretariat Utama dan Kepala BPS. Adapun tugas dan fungsi, serta 

susunan organisasi Biro Umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Tugas 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan 

rumah tangga; inventarisasi, penyimpanan dan penghapusan barang milik 

negara; pengadaan barang/jasa; serta pencetakan, arsip, dan ekspedisi. 

B. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro umum menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. Pelaksanaan urusan rumah tangga perkantoran; 

b. Pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan dan penghapusan BMN; 

c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; serta 

d. Pelaksanaan pencetakan, kearsipan, dan ekspedisi. 
 

C. Susunan Organisasi 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum terdiri dari 

2 bagian dan kelompok jabatan fungsional, yakni: Bagian Rumah Tangga 

(RUTA), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);  serta tenaga 

fungsional yang berada di Fungsi Inventarisasi, Penyimpanan, dan 

Penghapusan (IPP); dan Fungsi Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi (PAE). 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Umum 

  

Biro Umum

Bagian Rumah 
Tangga
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1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran 

A.    Dukungan Sumber Daya Manusia 

Biro Umum merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretariat Utama yang dipimpin oleh Kepala Biro. 

Biro Umum dengan tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga; inventarisasi, 

penyimpanan dan penghapusan barang milik negara; pengadaan barang/jasa; 

serta pencetakan, arsip, dan ekspedisi harus memiliki sumber daya manusia 

yang handal. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, merupakan faktor utama untuk dapat mengemban tugas dan 

fungsi secara baik dan akuntabel di Biro Umum.  Di era perkembangan teknologi 

yang pesat seperti saat ini, menuntut adanya kompetensi pegawai yang lebih 

tinggi, profesional, dan adaptif.  

Adapun jumlah pegawai Biro Umum tahun 2025 sebanyak 186 orang. 

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai Biro Umum 

memiliki pendidikan SLTA/SMA/Sederajat yaitu sebesar 51,1% atau sebanyak 

95 pegawai dikarenakan adanya pegawai dengan status PPPK yang 

mendominasi di tingkat pendidikan ini.  

 

Gambar 3. Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Pendidikan 
 

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan golongan, sebagian besar 

pegawai Biro Umum memiliki golongan III untuk PNS dan Golongan V untuk 

PPPK dengan masing-masing persentase sebesar 41,1% (76 pegawai) dan 

sebesar 37,8% (70 pegawai). 
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Gambar 4. Persentase Pegawai Biro Umum Menurut Golongan 

 
 

B. Dukungan Anggaran 

Biro Umum melaksanakan satu Program Generik yaitu Program Dukungan 

Manajemen (054.01.WA) pada kegiatan Dukungan Manajemen BPS Lainnya 

(2885). Tahun 2025, Biro Umum memperoleh alokasi anggaran total untuk 

kegiatan 2885 sebesar Rp138.015.864.000,- dengan rincian alokasi anggaran 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025 

No. Uraian POK Nilai Total Pagu (Rp) 

(1) (2) (3) 

2885.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 134.436.154.000 

1 EBA.956  Layanan BMN 137.300.000 

2 EBA.962  Layanan Umum 1.941.410.000 

3 EBA.994  Layanan Perkantoran 132.357.444.000 

2885.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3.579.710.000 

4 EBB.951  Layanan Sarana Internal 2.842.613.000 

5 EBB.971  Layanan Prasarana Internal 737.097.000 

  Jumlah 138.015.864.000 
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1.4 Potensi Dan Permasalahan 

A. Potensi Yang Dimiliki 

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah lingkup Sekretariat 

Utama, Biro Umum memiliki tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan 

urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan 

barang/jasa, pencetakan, arsip dan ekspedisi. Ini menunjukkan bahwa tugas 

Biro Umum memberikan dukungan bagi kesuksesan pelaksanaan 

penyelenggaraan kegiatan statistik, melalui pemberian layanan Barang Milik 

Negara (BMN), Layanan Umum (Layanan Inventarisasi, Penyimpanan, dan 

Penghapusan; Layanan Kerumahtanggaan; Layanan Pencetakan, Arsip, dan 

Ekspedisi; Layanan Pengadaan Barang/Jasa), Layanan Perkantoran 

(Operasional dan Pemeliharaan Kantor), dan layanan penyediaan sarana dan 

prasarana internal. 

Begitu strategisnya peran Biro Umum dapat terlihat dari peran fungsi 

Pencetakan, Arsip dan Ekspedisi (PAE) dalam menunjang kelancaran dalam 

pencapaian tugas dan fungsi Biro Umum dalam rangka mewujudkan tujuan 

BPS, dan peran fungsi Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan (IPP) 

yang menghasilkan output dari pengelolaan BMN seperti Laporan Barang 

Pengguna (LBP), dimana LBP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan menjadi salah satu 

bentuk akuntabilitas keuangan secara kelembagaan.  

Peran Biro Umum yang strategis juga dapat terlihat dari peran Bagian 

Rumah Tangga yang menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang 

layak serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administrasi di 

BPS. Selain itu, Bagian Rumah Tangga juga menjamin terwujudnya kebersihan, 

keamanan dan ketertiban di Badan Pusat Statistik. Tersedianya dukungan 

logistik dan fasilitas menjadi modal kuat untuk memberikan dan terus 

meningkatkan layanan rumah tangga di BPS dalam memperlancar operasional 

seluruh unit kerja di BPS. Sedangkan peran Bagian Pengadaan Barang dan 

jasa yaitu menjamin terselenggaranya dukungan Pengadaan barang/jasa untuk 

kelancaran kegiatan teknis dan administrasi di BPS, antara lain melaksanakan 

pemilihan penyedia barang/jasa, melaksanakan pembinaan sumber daya 

manusia Pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, memberikan 

konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan barang/jasa bagi pelaku 
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pengadaan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan proses pengadaan yang sesuai 

dengan ketentuan tentunya akan mendorong terwujudnya akuntabilitas 

pengadaan barang/jasa. 

Untuk dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik, tentunya Biro 

Umum didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang 

mumpuni dan terlatih. Pegawai yang menjalankan fungsi IPP memiliki keahlian 

dan kemampuan dalam mengelola BMN dikarenakan memiliki sertifikasi 

kompetensi pengelolaan BMN untuk tingkat Kementerian Lembaga. Sebagian 

SDM yang mengelola fungsi PAE juga telah mendapat pelatihan dan/atau 

bimtek sesuai tugas masing-masing sehingga mempunyai 

kompetensi/kemampuan yang dapat diandalkan. Begitupun untuk pegawai di 

Bagian Rumah Tangga umumnya memiliki pengalaman dalam pengelolaan 

fasilitas dan logistik kantor. Sedangkan pegawai di Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengelola pengadaan 

barang/jasa dikarenakan memiliki sertifikasi PBJ minimal dasar/level 1 dan 

menjabat sebagai fungsional ahli pengadaan barang/jasa. 

Sejak tahun 2024, pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Umum 

memiliki komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan 

berkualitas. Hal ini tercermin dari terselenggaranya Survei Kepuasan Biro 

Umum, yang berarti bahwa Biro Umum siap untuk dinilai oleh pihak eksternal 

Biro Umum atas kepuasan layanan yang telah diberikan. Hasil evaluasi juga 

dapat menjadi masukan bagi jajaran di lingkungan Biro Umum untuk terus 

membangun komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan yang 

diberikan. 

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan yang 

diberikan, Biro Umum telah memanfaatkan penggunaan teknologi dengan 

membangun beberapa aplikasi sederhana, seperti portal Pengadaan BPS yang 

mengelola layanan permintaan terkait Pengadaan barang/jasa (pemilihan 

penyedia melalui pokja pemilihan/pejabat Pengadaan, permintaan akun LPSE, 

dll); Dashboard Rumah Tangga yang salah satunya mengelola permintaan 

layanan rumah tangga seperti layanan peminjaman kendaraan dinas, dll; 

Sistem Monitoring dan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (SIMPEL 

PSP) yang mengelola permohonan PSP BMN; Alat bantu perhitungan Sewa 

Rumah Negara LBP Tingkat K/L yang membantu satker untuk menghitung tarif 

sewa rumah negara; dan portal pengajuan izin penghunian Rumah Negara. 
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Selain itu, penggunaan mesin pencetakan digital yang memadai dari sisi 

kapasitas dan sumber dayanya serta penggunaan peralatan dan perlengkapan 

yang memadai dalam proses pengepakan menjadi modal kuat Biro Umum 

untuk memberikan pelayanan yang optimal.  

 

B. Permasalahan Yang Dihadapi 

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan yang prima, akuntabel, dan transparan lebih banyak 

disebabkan pada permasalahan yang bersifat internal. Beberapa permasalahan 

yang dihadapi adalah: 

1. Belum optimalnya kompetensi dan keterisian beberapa formasi fungsional 

yang ada di Biro Umum sesuai dengan bidangnya. 

2. Belum optimalnya ketersediaan jenjang jabatan dan formasi JF di Biro 

Umum, khususnya untuk fungsional pengelolaan BMN. 

3. Keterbatasan fasilitas pendukung layanan, seperti peralatan mesin cetak 

yang belum dapat memenuhi kebutuhan dan ruang record center yang 

belum memenuhi standar kearsipan;   

4. Tertundanya penggantian spare part Lift Gedung 2 yang menyebabkan 

keterbatasan mobilitas pegawai; dan 

5. Belum adanya sistem teknologi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan 

yang diberikan (digitalisasi layanan Biro Umum). 

 

1.5 Sistematika Penyajian Laporan 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 terbagi ke 

dalam 4 bab sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang; Kedudukan, Tugas 

Fungsi, dan Susunan Organisasi Biro Umum; Sumber Daya 

Manusia dan Dukungan Anggaran; Potensi dan Permasalahan 

Biro Umum; dan Sistematika Penyajian Laporan. 

Bab II. Perencanaan Kinerja berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategis; target kinerja pada Rencana Strategis Biro Umum 2025-

2029; Perjanjian Kinerja Biro Umum tahun 2025; dukungan 

terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis 

Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 
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2025. 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Analisis Capaian Kinerja dan 

Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro Umum tahun 2025, 

termasuk perbandingan capaian kinerja selama tahun 2023-2025, 

perbandingan capaian kinerja terhadap rata-rata unit kerja di 

lingkup Sekretariat Utama, dan capaian kinerja per sasaran; 

Capaian Kinerja terhadap target Renstra; Capaian Prioritas 

Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional; 

Prestasi dan Inovasi Biro Umum Tahun 2025; serta Realisasi dan 

Efisiensi Anggaran yang dilakukan oleh Biro Umum tahun 2025. 

Bab IV. Penutup berisi tentang beberapa kesimpulan yang sudah 

dirumuskan dan berbagai rencana tindak lanjut yang akan 

dilakukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Umum di 

masa mendatang. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 
 
 
2.1 Visi dan Misi BPS 

Untuk periode 2025-2029, BPS merumuskan visi dan misi dengan 

memperhatikan isu strategis kelembagaan yang ada dan selaras dengan arah 

kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden 

dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program 

Prioritas. Adapun visi dan misi BPS yang kemudian dituangkan dalam Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis 

Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut: 

Visi : “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam 

Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama 

Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” 

Misi : 1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk 

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan. 

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan 

Sistem Statistik Nasional (SSN). 

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan 

efisien 

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS telah 

menetapkan tujuan strategis sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan 

Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan. 

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, 

Efektif, dan Efisien. 

3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, 

Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. 
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Sedangkan BPS menetapkan sasaran strategis yang digunakan sebagai 

tolak ukur untuk pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, yaitu: 

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan 

Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan. 

2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang 

Baik dan Terpadu. 

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan 

Profesional. 

Biro Umum, yang merupakan bagian dari Sekretariat Utama, dalam 

merumuskan visi, misi, dan tujuan tentunya harus mendukung visi, misi dan 

tujuan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik dan selaras serta mendukung 

visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik selaku lembaga. Perumusan visi Biro 

Umum untuk periode 2025-2029 perlu memperhatikan isu-isu strategis Biro 

Umum yang akan mempengaruhi peran dan kinerja Biro Umum dalam 

memberikan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja/satker di 

lingkungan BPS. Namun, hingga LAKIN ini disusun, visi, misi, dan tujuan di level 

unit kerja/satuan kerja termasuk Biro Umum belum ditetapkan. 

 

2.2 Target Kinerja Biro Umum 2025-2029 

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, Biro Umum menetapkan sasaran 

kegiatan yaitu terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN. 

Adapun sasaran kegiatan ini mendukung sasaran program Sekretariat Utama 

BPS yaitu Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen 

Risiko dan Pengendalian Internal, yang pada akhirnya mendukung sasaran 

strategis BPS yaitu Terwujudnya “Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, 

akuntabel, dan profesional”. 

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan 2025-2029, Biro Umum 

menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan target selama 5 

(lima) tahun sebagai berikut: 
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Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Biro Umum Tahun 2025-2029 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Kinerja 

2025 2026 2027 2028 2029 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Terwujudnya 
Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pengelolaan 
BMN 

Indeks 
Pengelolaan 
Aset (IPA)  

3,66 3,68 3,70 3,72 3,74 

Indeks Tata 
Kelola 
Pengadaan 
(ITKP)  

89,60 90,00 90,50 91,00 91,50 

Tingkat 
Digitalisasi Arsip 

95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 

Tingkat 
Kepuasan 
Layanan Biro 
Umum 

88,00 88,50 89,00 89,50 90,00 

 

2.3 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Biro 

Umum menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 163 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. IKU Biro Umum 

yang telah ditetapkan ini menjadi dasar perencanaan kinerja di Biro Umum, 

utamanya berupa dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh 

Kepala Biro Umum dan Sekretaris Utama sebagai atasan langsungnya. Adapun 

perjanjian kinerja Biro Umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Target Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025 

Sasaran Indikator Kinerja Target PK 2025 

(1) (2) (3) 

Terwujudnya Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pengelolaan BMN 

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 3,66 

Indeks Tata Kelola Pengadaan 
(ITKP) 89,60 

Tingkat Digitalisasi Arsip 95,00 

Tingkat Kepuasan Layanan 
Biro Umum 88,00 

 
 

 



 

13 
 

Realisasi dari target perjanjian kinerja dimonitoring rutin setiap triwulanan 

yang dicantumkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut 

dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai bahan penyusunan 

rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, seluruh upaya dalam 

pencapaian target kinerja menjadi lebih terkoordinir, terkendali, dan fokus. 

 

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu 

Strategis Nasional Tahun 2025  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas 

Presiden, dan penanganan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, BPS memiliki 

peran strategis yaitu penyedia data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, 

terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi statistik yang 

dihasilkan BPS menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, 

perencanaan pembangunan, pemantauan, serta evaluasi capaian 

pembangunan nasional. 

Peran Badan Pusat Statistik dalam mendukung Prioritas Nasional 

mencakup pembinaan statistik sektoral yang merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; publikasi/laporan penyusunan 

inflasi; dan pemanfaatan big data untuk statistik resmi yang tahun 2025 aktivitas 

yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning 

Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata. Dukungan BPS terhadap 

Prioritas Presiden mencakup pelaksanaan DTSEN sebagai amanat Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi 

Nasional; pelaksanaan Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi sebagai 

amanat Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras 

dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah; penghitungan 

kemiskinan ekstrem sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem; dan pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi 

Program MBG untuk mengukur dampak program MBG secara komprehensif. 

Sedangkan dukungan BPS terhadap penanganan Isu Strategis Nasional 

mencakup pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (menghasilkan Indeks 

Kesejahteraan Petani/IKP), yang merupakan mandat Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian 

Pertanian dan BPS; pelaksanaan Sensus Ekonomi yang merupakan amanat 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; penyusunan Neraca 

Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan penyediaan data 

komoditas pangan strategis (gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, 

perikanan, bawang putih) sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan 

pangan nasional, yang merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca 

Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan 

Pembangunan Pergaraman Nasional. 

Adapun peran biro Umum dalam mendukung pelaksanaan Prioritas 

Nasional, Prioritas Presiden, dan penanganan Isu Strategis Nasional Tahun 

2025 tersebut yaitu sebagai unit kerja pendukung yang memastikan tersedianya 

dukungan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan seluruh 

kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis 

nasional, meliputi dukungan layanan sarana dan prasarana, dukungan layanan 

pengadaan barang dan jasa, dukungan layanan pencetakan laporan dan bahan 

untuk pimpinan, serta dukungan layanan pengiriman.   

 

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025  

Tahun 2025 Biro Umum memperoleh alokasi anggaran total (DIPA awal) 

pada kegiatan Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885) yaitu sebesar 

Rp127.651.245.000,-. Namun alokasi anggaran total Biro Umum tersebut 

mengalami revisi anggaran sehingga alokasi anggaran total (revisi DIPA 

terakhir) menjadi Rp138.015.864.000,- dengan rincian alokasi anggaran untuk 

Komponen Rincian Output (KRO) Layanan Dukungan Manajemen Internal 

(2885.EBA) yaitu Rp134.436.154.000,- dan alokasi anggaran untuk KRO 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2885.EBB) yaitu Rp3.579.710.000,-. 

Perubahan alokasi anggaran Biro Umum tahun 2025 berdasarkan Rincian 

Output (RO) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5. Perubahan Alokasi Anggaran Total Biro Umum Tahun 2025 

No. Uraian POK 
Nilai Total Pagu 

Awal  (Rp) 

Nilai Total Pagu 
Revisi Terakhir 

(Rp) 
(1) (2) (3) (4) 

2885.EBA Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

122.002.506.000 134.436.154.000 

1 EBA.956  Layanan BMN 132.113.000 137.300.000 

2 EBA.962  Layanan Umum 3.822.170.000 1.941.410.000 

3 EBA.994  Layanan Perkantoran 118.048.223.000 132.357.444.000 

2885.EBB Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

5.648.739.0000 3.579.710.000 

4 EBB.951  Layanan Sarana Internal 403.000.000 2.842.613.000 

5 
EBB.971  Layanan Prasarana 
Internal 

5.245.739.000 737.097.000 

  Jumlah 127.651.245.000 138.015.864.000 

 

Dari total pagu anggaran Biro Umum berdasarkan revisi DPA terakhir, 

jumlah pagu anggaran yang dapat digunakan yaitu hanya sebesar 

Rp129.655.907.000,- atau sebesar 93,94 dari anggaran total Biro Umum pada 

Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja Biro Umum merupakan kewajiban Biro Umum untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan 

dalam mencapai tujuan dan sasaran selama satu tahun yang telah ditetapkan melalui 

perencanaaan kinerja secara transparan, terukur, dan berkelanjutan. Untuk 

mengetahui akuntabilitas kinerja Biro Umum tahun 2025 secara komprehensif telah 

ditetapkan indikator-indikator guna menggambarkan capaian kinerja dan 

akuntabilitas keuangannya.  

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Biro 

Umum Tahun 2025 

a. Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023-2025 

Secara rata-rata, capaian kinerja Biro Umum Tahun 2025 telah 

melebihi target yang ditetapkan dengan capaian yaitu sebesar 100,68 

persen atau mengalami penurunan sebesar 1,53 persen dibandingkan 

capaian tahun 2024. Capaian kinerja Biro Umum selama tahun 2023-2025 

cenderung mengalami penurunan, meskipun capaian masih diatas 100 

persen. Capaian kinerja Biro Umum tahun 2023 sebesar 103,21 persen, 

kemudian turun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 102,21 persen, dan 

turun kembali di tahun 2025 dengan capaian sebesar 100,68 persen. 

 

Gambar 5. Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023-2025 
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Pada tahun 2025, indikator kinerja “Tingkat Digitalisasi Arsip” 

memperoleh nilai capaian tertinggi dengan capaian 101,69 persen atau 

memperoleh realisasi 96,61 poin dari target 95,00 poin. Sedangkan 

indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum” memperoleh nilai 

capaian terendah dengan capaian 99,94 persen atau memperoleh realisasi 

87,95 persen dari target 88,00 persen. Capaian kinerja Biro Umum tahun 

2025 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Poin 3,66 3,68 100,55 

2 
Indeks Tata kelola Pengadaan 
(ITKP) 

Poin 89,60 90,07 100,52 

3 Tingkat Digitalisasi Arsip Poin 95,00 96,61 101,69 

4 
Tingkat Kepuasan Layanan 
Biro Umum 

Persen 88,00 87,95 99,94 

Capaian Kinerja    100,68 

Catatan: Realisasi IPA masih mengacu pada Hasil Perhitungan sementara IPA Tahun 
2025 melalui terbitnya Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 
Nomor S-7/KN.KN.2/2026 Tanggal 15 Januari 2026 
 

b. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Biro Umum Tahun 2025 

Selama periode satu tahun pelaksanaan kinerja yaitu tahun 2025, 

Biro Umum menunjukkan capaian kinerja yang baik. Berdasarkan hasil 

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), diperoleh total nilai sebesar 362 

dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) rata-rata capaian PK sebesar 90,61. 

Atas capaian tersebut, Biro Umum memperoleh predikat PKO Baik yang 

mencerminkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan 

capaian kinerja Biro Umum sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. 

Berikut perhitungan PKO Biro Umum tahun 2025 dengan nilai SAKIP Biro 

Umum tahun 2025 sebesar 70,20: 
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Tabel 7. Perhitungan PKO Biro Umum Tahun 2025 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

Normali
sasi 

Capaia
n PK 

Koreksi 
Normali

sasi 
Capaian 

PK 
berdasa

rkan 
Predikat 

AKIP 

Nilai 
Akhir 

Capaian 
PK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Terwuju
dnya 
Efektivit
as dan 
Efisiensi 
Pengelol
aan 
BMN 

Indeks 
Pengelolaa
n Aset 
(IPA) 

3,66 3,68 100,55 100,55 10% 90,49 

Indeks Tata 
kelola 
Pengadaan 
(ITKP) 

89,60 90,07 100,52 100,52 10% 90,47 

Tingkat 
Digitalisasi 
Arsip 

95,00 96,61 101,69 101,69 10% 91,53 

Tingkat 
Kepuasan 
Layanan 
Biro Umum 

88,00 87,95 99,94 99,94 10% 89,95 

Total Capaian PK 362 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK 90,61 

Predikat PKO BAIK 

 
 

c. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum terhadap Rata-Rata Kinerja 

Eselon II Kesestamaan Tahun 2025 

Capaian kinerja Biro Umum tahun 2025 sebesar 100,68 persen lebih 

rendah dibandingkan dengan rata-rata unit kerja eselon II Kesestamaan 

yang sebesar 103,37 persen. Rendahnya capaian kinerja Biro Umum 

terutama terlihat dari indikator yang memiliki kinerja di bawah 100 persen  

yaitu indikator “Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum” yang capaiannya 

sebesar 99,94 persen. 
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Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Umum dan Rata-Rata 

Kesestamaan Tahun 2025 

 
Dari sisi persiapan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Biro 

Umum tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain persiapan 

survei yang minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian, 

keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang 

perencanaan survei, serta rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi 

meskipun telah dibuka periode perpanjangan pengisian. Dari sisi layanan, 

masih terdapat beberapa kelemahan dalam layanan yang diberikan oleh 

Biro Umum sehingga mempengaruhi persepsi pegawai dalam menilai 

kepuasan layanan yang diterimanya, sebagai contoh kebijakan terkait 

penghunian rumah negara yang belum terimplementasi dengan baik, 

keterbatasan jumlah unit rumah dinas yang tersedia yang belum bisa 

memenuhi permintaan penghunian, keterbatasan anggaran ATK dan 

Computer Supplies terutama terkait toner sehingga beberapa permintaan 

toner belum dapat dipenuhi dengan baik, serta layanan Chatbot Pelaporan 

terkait kerusakan dan kebersihan sarana dan prasarana kantor berbasis QR 

Code (CERMAT) baru terimplementasi pada gedung tertentu (belum 

seluruh gedung), sehingga respons untuk layanan kerusakan dan 

kebersihan belum dapat seluruhnya ditindaklanjuti dengan cepat. 
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Berdasarkan hasil tersebut, Biro Umum telah mengidentifikasi upaya 

perbaikan kinerja yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Implementasi Chatbot Pelaporan Berbasis QR Code (CERMAT) yang 

direncanakan mulai digunakan secara efektif pada tahun 2026. 

2. Peminjaman Kendaraan Dinas akan diusulkan untuk dimasukkan ke 

dalam Backoffice yang sebelumnya menggunakan link google form, 

sehingga user dapat melakukan peminjaman kendaraan dinas melalui 

Backoffice seperti permintaan penggunaan ruang rapat. 

3. Meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

agar kualitas dan kuantitas pelayanan bisa meningkat. 

4. Mengevaluasi kebijakan internal pengelolaan BMN di lingkungan satker 

Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik. 

5. Koordinasi dengan PPK dan PIC unit kerja (PJK) serta membuat 

matriks Rencana Pelaksanaan Paket Pengadaan agar Pejabat 

pengadaan/Pokja Pemilihan dapat memperoleh perkiraan kapan 

pengadaan akan dilaksanakan, sehingga komunikasi dan koordinasi 

menjadi lebih baik. 

6. Dibentuk Tim Konsultasi Pengadaan dan melakukan sosialisasi ke PPK 

terkait menu pengajuan konsultasi pengadaan melalui portal 

pengadaan. 

7. Meningkatkan pelayanan pencetakan dan pengiriman dengan 

menerapkan manajemen cetak dan pengiriman serta memanfaatkan 

sarana dan prasarana, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan 

semakin baik dan cepat. 

8. Meningkatkan kompetensi sumber daya kearsipan yang didukung 

dengan prasarana dan sarana kearsipan, sehingga komunikasi dan 

koordinasi menjadi lebih baik. 

 

d. Capaian Kinerja Menurut Sasaran Tahun 2023-2025 

Biro Umum memiliki satu sasaran kegiatan dengan 4 (empat) 

indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Tingkat pencapaian indikator 

kinerja Biro Umum tahun 2023-2025 per sasaran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Umum Menurut Sasaran Tahun 2023-2025 

Sasaran/ 
IKSS 

Satuan 
Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2023*** 2024*** 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN 101,69 104,74 100,68 

Indeks 
Pengelola 
an Aset 
(IPA) 

Poin N/A N/A 3,66 3,32 3,66*  3,68 - - 100,55 

Indeks 
Tata kelola 
Pengadaan 
(ITKP) 

Poin N/A N/A 89,60 80,71 89,44 90,07 - - 100,52 

Tingkat 
Digitalisasi 
Arsip** 

Poin 86,00 90,00 95,00 87,45 94,27 96,61 101,69 104,74  101,69 

Tingkat 
Kepuasan 
Layanan 
Biro Umum 

Persen N/A N/A 88,00 N/A 87,04 87,95 - - 99,94 

Catatan:  
*  Terdapat perbedaan pencantuman nilai realisasi IPA tahun 2024 pada LAKIN 

Tahun 2024 (3,42) dengan Nilai IPA final tahun 2024 (3,66)  
** Tingkat Digitalisasi Arsip untuk tahun 2023-2024 menggunakan nomenklatur 

Indeks Kearsipan.  
*** Target tahun 2023 dan 2024 untuk IPA, ITKP, dan Tingkat Kepuasan Layanan 

Biro Umum belum tersedia karena belum ditetapkan sebagai IKU (tahun 2024 
masih masuk dalam PK Suplemen) 

**** Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum belum dilakukan di tahun 2023 
 

Secara umum, capaian kinerja sasaran kegiatan Biro Umum memiliki 

tren yang berfluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun untuk tahun 2023 

hanya berdasarkan dari tingkat digitalisasi arsip. Hal ini dikarenakan untuk 

IPA, ITKP dan Tingkat kepuasan Layanan Biro Umum belum masuk 

kedalam indikator kinerja PK di tahun 2023. Capaian kinerja sasaran 

kegiatan Biro Umum tahun 2024 yang sebesar 104,12 persen merupakan 

capaian tertinggi dibandingkan dengan perolehan tahun 2023 dan 2025. 

Namun demikian, tren fluktuatif tersebut terlihat juga pada capaian kinerja 

per indikator sasaran kegiatan.  

 
e. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 per Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Umum 

yaitu sebesar 90,09. Penjelasan lebih detail terkait capaian masing-masing 

Indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Umum sebagai berikut: 
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     IKSK 1 : Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup 4 sasaran 

strategis yaitu Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, Kepatuhan 

pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan 

dan pengendalian BMN yang efektif, dan Administrasi BMN yang andal. 

Tahun 2025 capaian kinerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 100,55 

persen atau terealisasi sebesar 3,68 poin dari 3,66 poin yang ditargetkan 

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 9. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Arsip 

(IPA) Tahun 2025 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IKSK 1. Indeks Pengelolaan 
Aset (IPA) 

Poin 3,66 3,68 100,55 

 
Realisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,68 poin didasarkan 

pada hasil Perhitungan sementara IPA Tahun 2025 melalui terbitnya Surat 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-

7/KN.KN.2/2026 Tanggal 15 Januari 2026. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terkait Indeks 

Pengelolaan Aset (IPA) ini yaitu: 

1. Tindak Lanjut BPK: secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

baru diterima pada akhir Triwulan III,  namun informasi tentang isi LHP 

LKPP sudah disampaikan pada Triwulan III. Hal ini membuat 

perencanaan Tindak Lanjut menjadi mundur di Triwulan IV. 

2. Pengelolaan PNBP: belum terlaksana sepenuhnya kebijakan 

Akuntansi penggunaan akun PNBP dari pengelolaan BMN, sehingga 

masih ditemui ketidakkonsistenan penggunaan akun antara estimasi 

dan realisasi. 

3. Pengawasan dan Pengendalian: ditemukan ketidaksesuaian detail 

dana BMN antara data SIMAN dengan kondisi sebenarnya. 
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4. Asuransi BMN: ditemukan ketidaksesuaian daftar Asuransi BMN 

berdasarkan peraturan yang berlaku (Audit PDTT). 

5. Pemindahtanganan BMN: menunda usulan SK Penghapusan. 

6. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: satker yang belum memproses tindak 

lanjut BMN TDOP/RB berupa usulan penghapusan. 

7. Sertifikasi Tanah Negara: satker belum update luas pada SAKTI sesuai 

sertifikat (K4) 4 Bidang (Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian 

Timur, Prov. papua, Kab. Mappi); masih terdapat tanah bermasalah 5 

bidang (Prov. Sumbar, Kab. TanJab Barat, Kab. Ponorogo, Kab. 

Tolikara, Kab. Sarmi); penyelesaian Proses administrasi 14 bidang 

(Kab. Tolikara, Kab. Lubuk Linggau, Prov Jawa Timur, Kab. Humbang 

Hasundutan, Kab. Tanah Datar, Kab. Bengkalis, Kab. Waikanan, Kab. 

Temanggung, Kab. Sangihe, Kab. Maluku Tengah (2), Kab. Buru, Kab. 

Peg. Bintang, Kab. Waropen); dan belum berproses 1 bidang (Kab. 

Mimika). 

8. Penetapan Status Penggunaan: proses reviu SK PSP di Tim Hukum 

Biro Humas dan Hukum s.d. SK ditandatangani relatif lama. 

 

Dari kendala yang dihadapi tersebut, beberapa solusi telah dilakukan yaitu: 

1. Tindak Lanjut BPK: mengidentifikasi daftar tanah pada LHP kemudian 

memverifikasi dengan data kondisi terakhir atas BMN yang masih perlu 

di TL akan direncanakan pada Triwulan IV. 

2. Pengelolaan PNBP: perbaikan penggunaan akun PNBP yang berasal 

dari pengelolaan BMN. 

3. Pengawasan dan Pengendalian: menginventarisir ketidaksesuaian 

data BMN tersebut. 

4. Asuransi BMN: optimalisasi proses verifikasi data usulan. 

5. Pemindahtanganan BMN: lelang ulang dan optimalisasi monitoring dan 

pengawasan. 

6. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: optimalisasi monitoring dan 

pengawasan. 

7. Sertifikasi Tanah Negara: mendorong agar 24 sisa Bidang tanah agar 

dioptimalkan progressnya sesuai target yang sudah ditetapkan. 
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8. Penetapan Status Penggunaan: koordinasi dengan tim hukum untuk 

percepatan proses finalisasi SK PSP; pembahasan pendelegasian 

wewenang penandatanganan SK pengelolaan BMN; dan percepatan 

regulasi pelimpahan wewenang pengelolaan BMN di lingkungan BPS. 

 

Dari kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan, berikut 

beberapa rekomendasi perbaikan kinerja (rencana tindak lanjut) yang akan 

dilakukan di tahun 2026 ini yaitu: 

1. Pengelolaan PNBP: monitoring penggunaan akun  PNBP dan 

rekomendasi perbaikan melalui koreksi jurnal pelaporan BMN; dan 

penyesuaian timeline pelaporan tanpa merubah target akhir. 

2. Pengawasan dan Pengendalian: menyampaikan temuan 

permasalahan kepada DJKN sebagai bahan perbaikan data SIMAN. 

3. Asuransi BMN: usulan melalui RKBMN. 

4. Pemindahtanganan BMN: mengajukan usulan Lelang Ulang dan 

melakukan monitoring dan pengawasan. 

5. Tindak Lanjut BMN Rusak Berat: melakukan monitoring dan 

pengawasan. 

6. Sertifikasi Tanah Negara: melakukan koordinasi dengan stakeholder 

memenuhi kelengkapan dokumen. 

7. Penetapan Status Penggunaan: koordinasi dengan tim hukum untuk 

percepatan proses finalisasi SK PSP; pembahasan pendelegasian 

wewenang penandatanganan SK pengelolaan BMN; dan percepatan 

regulasi pelimpahan wewenang pengelolaan BMN di lingkungan BPS. 

 

IKSK 2 : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) adalah 

indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, 

baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun 

dari sistem Pengadaan. Dalam penilaian ITKP, terdapat 3 (tiga) indikator 

yang dinilai yaitu: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: 

a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) 

b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) 
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c. E-Purchasing 

d. Non E-Tendering dan Non E-Purchasing 

e. E-Kontrak 

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa (SDM PBJ) 

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

Tahun 2025 capaian kinerja ITKP sebesar 100,52 persen atau terealisasi 

sebesar 90,07 poin dari 89,60 poin yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola 

Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IKSK 2. Indeks Tata kelola 
Pengadaan (ITKP) 

Poin 89,60 90,07 100,52 

 
Realisasi ITKP sebesar 90,07 poin didasarkan pada surat Direktur 

Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik 

Indonesia Nomor 1550/D.2.1/01/2026 Tanggal 21 Januari 2026 Hal: Nilai 

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terkait 

ITKP ini yaitu: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan: 

a. Satker belum tertib dalam pemanfaatan sistem pengadaan 

termasuk pencatatan non tender secara berkala (pencatatan baru 

dilakukan menjelang akhir tahun anggaran berakhir); 

b. Adanya Migrasi Layanan INAPROC Service Bus (ISB) ke API 

Gateway INAPROC dari LKPP yang akan berpengaruh ke akses 

data untuk pengolahan data monitoring pemanfaatan sistem dan 

pembangunan sistem pemantauan pengadaan barang/jasa 

(SIMANDARU) yang telah dibangun di Backoffice. 
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2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ:  

Keterbatasan kuota yang disediakan Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP 

untuk pelatihan perjenjangan JF Madya dan adanya efisiensi anggaran 

di LKPP sehingga pelatihan perjenjangan pertama yang sudah sempat 

dibuka pendaftarannya dilakukan penundaan pelaksanaannya. 

3.  Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ): 

a. Adanya pergantian tim di UKPBJ BPS yang menangani 

kematangan UKPBJ;  

b. Response yang cukup lambat dari tim LKPP atas reviu 

dokumen/bukti dukung yang menjadi catatan expose LKPP dalam 

penilaian level kematangan UKPBJ BPS yang sudah disampaikan 

ke PIC LKPP sejak tanggal 23 Mei 2025. 

 

Dari kendala yang dihadapi tersebut, beberapa solusi telah dilakukan yaitu: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan: 

a. Monitoring progres pemanfaatan sistem pengadaan seluruh satker 

secara berkala dan disampaikan melalui Whatsapp Grup PPK BPS 

seluruh Indonesia dan memanfaatkan PIC wilayah di UKPBJ untuk 

monitoring yang lebih detail;  

b. Membangun sistem pemantauan pengadaan barang/jasa 

(SIMANDARU) yang menampilkan data monitoring pemanfaatan 

sistem pengadaan satker secara up to date dengan basis data ISB 

API LKPP; 

c. Melakukan penunjukan data integrator API Gateway INAPROC dan 

segera melakukan migrasi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ: 

Berkoordinasi dengan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pelatihan JF 

PPBJ madya sesuai yang pernah diusulkan, dan mengakomodir 

pembiayaan pelatihan penjenjangan JF PPBJ Muda yang 

pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor PBJ Universitas Diponegoro. 

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):  
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a. Menyelesaikan kelengkapan dokumen bukti dukung catatan 

ekspose dan telah dikirimkan ke LKPP pada tanggal 23 Mei 2025; 

b. Berkoordinasi terus dengan PIC LKPP terkait progres reviu 

dokumen/bukti dukung catatan expose yang telah disampaikan; 

c. Mengirimkan surat resmi ke LKPP melalui surat Kepala Biro Umum 

Nomor B-15/02500/OT.040/2025 Tanggal 18 Desember 2025 Hal: 

Tindak Lanjut Catatan Expose. 

Dari kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan, berikut 

beberapa rekomendasi perbaikan kinerja (rencana tindak lanjut) yang akan 

dilakukan di tahun 2026 ini khususnya Triwulan I 2026 yaitu: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan: 

a. Pemantauan secara aktif oleh PIC wilayah terkait progres 

sementara penyesuaian RUP, penyelesaian transaksi e-purchasing 

dan pencatatan non tender tahun anggaran 2025. 

b. Berkoordinasi dengan LKPP agar segera memverifikasi akun VAI 

BPS TA 2026 berdasarkan surat penunjukan yang telah 

disampaikan ke LKPP. 

c. Berkoordinasi dengan tim Hukum pada Biro Humas dan Hukum 

terkait penyelesaian dokumen SK Penunjukan Data Integrator API 

Gateway INAPROC tertanda tangan dan berkoordinasi dengan 

LKPP terkait pelaksanaan migrasi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ: 

Membuat Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro SDM 

untuk permohonan penjadwalan Ujikom Perjenjangan Muda dan Madya 

kepada LKPP bagi JF PPBJ yang telah menyelesaikan Pelatihan 

Perjenjangan Muda dan Madya di akhir tahun 2025. 

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ):  

Melakukan penyelesaian pemenuhan kelengkapan dokumen yang 

masih perlu dilakukan penyempurnaan/update berdasarkan catatan 

hasil reviu catatan expose LKPP untuk memperoleh UKPBJ dengan 

kategori Proaktif. 
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Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 

Triwulan II s.d Triwulan IV 2026 yaitu: 

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan: 

Melakukan penyesuaian/pengembangan sistem pemantauan 

pengadaan barang/jasa yang dibangun (SIMANDARU) setelah proses 

migrasi selesai dan setelah pedoman penilaian ITKP yang baru untuk 

periode tahun 2026-2029 sudah terbit. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa (SDM PBJ) berupa pemenuhan formasi JF PPBJ: 

Melakukan pemantauan pemenuhan formasi JF PPBJ baik dari jalur 

kenaikan jenjang maupun dari Perpindahan Jabatan Lainnya (PJL). 

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ): 

Mengidentifikasi bukti dukung/dokumen yang perlu dilakukan update 

berdasarkan tahun terkini yaitu 2025 dan melakukan update bukti 

dukung/dokumen agar satu tahun setelah UKPBJ memperoleh proaktif 

dapat ditetapkan sebagai PKP (Pusat Keunggulan Pengadaan). 

 

IKSK 3 : Tingkat Digitalisasi Arsip 

Tingkat digitalisasi arsip adalah indikator yang menunjukkan tingkat 

pengelolaan arsip elektronik suatu lembaga atau instansi. Indeks kinerja 

penyelenggaraan kearsipan ini meliputi kepatuhan terhadap norma, 

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); dan implementasi kebijakan 

kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber 

daya kearsipan. 

Tahun 2025 capaian kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip sebesar 

101,69 persen atau terealisasi sebesar 96,61 poin dari 95,00 poin yang 

ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip 

Tahun 2025 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IKSK 3. Tingkat 
Digitalisasi Arsip 

Poin 95,00 96,61 101,69 
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Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 yang 

disampaikan melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor T/AK.01.00/100/2026 tanggal 6 Januari 2026, Badan Pusat Statistik 

memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 96,61 dengan 

kategori  "AA" (Sangat Memuaskan) dengan rincian yang terdiri atas: nilai 

hasil pengawasan kearsipan Eksternal sebesar 58,04 (bobot 60%)  dan nilai 

hasil pengawasan internal sebesar 38,57 (bobot 40%). Pengawasan 

kearsipan  merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan juga mengukur 

pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi 

arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi 

sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Evaluasi Reformasi Birokrasi.   

Adapun kendala dalam pengawasan kearsipan tahun 2025 pada 

Badan Pusat Statistik antara lain: Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan 

aspek sumber daya kearsipan. Beberapa hasil nilai pengawasan kearsipan 

internal (ASKI) belum mencapai kategori “Sangat Memuaskan” sebanyak 8 

unit pengolah dan unit kearsipan. Hal ini  ini dikarenakan masih terdapat 

kekurangan dalam penggunaan tata naskah dinas  yang sesuai peraturan 

BPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas serta masih 

terbatasnya penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam persuratan. 

Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibanding 

dengan kinerja tahun 2024. Peningkatan kinerja terjadi pada aspek 

pembinaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

khususnya pada aspek yang mengalami penurunan kinerja pada tahun 

2025 yaitu; 

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis dengan meningkatkan pemindahan 

arsip dari unit pengolah sehingga seluruh unit pengolah dapat secara 

rutin memindahkan arsipnya ke unit kearsipan, melaksanakan 

pemusnahan arsip sesuai prosedur secara rutin, dan melaksanakan 

penyerahan arsip statis secara rutin yang mewakili seluruh fungsi 

instansi di lingkup BPS. 
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2. Aspek sumber daya kearsipan dengan berusaha melakukan 

pemenuhan kebutuhan arsiparis di lingkungan BPS serta melakukan 

perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi arsiparis dan 

pemenuhannya baik kuantitas maupun kompetensinya. 

 

Selain itu, solusi yang dilakukan yaitu melakukan evaluasi 

keseluruhan terhadap semua aspek yang telah dinilai dan 

mensosialisasikan hal-hal yang akan menjadi penilaian ASKI tahun 

mendatang. 

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 

terkait upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat digitalisasi arsip 

yaitu: 

1. Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi akan 

ditindaklanjuti dengan pembuatan piagam penghargaan  dan akan 

dikirimkan ke seluruh unit pengolah/unit kearsipan untuk menjadi 

pedoman dalam pengelolaan arsip pada setiap unit kerja menjadi lebih 

baik. Diharapkan dengan pengelolaan arsip yang semakin baik akan 

memberi kontribusi  kinerja  organisasi. 

2. Memberikan pendampingan pada unit pengolah dalam melaksanakan 

pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan sesuai prosedur dan secara 

rutin. 

3. Melakukan sosialisasi kebijakan kearsipan antara lain; JRA, Klasifikasi 

Arsip, Tata Naskah Dinas, dll dengan memberikan bimbingan teknis, 

maupun mengikutsertakan pada diklat kearsipan sehingga 

meningkatkan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan arsiparis. 

 

IKSK 4 : Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum 

Tingkat kepuasan layanan Biro Umum adalah indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima/dirasakan oleh 

pegawai BPS (user). Layanan Biro Umum meliputi layanan 

kerumahtanggan, layanan BMN, layanan pengadaan barang dan jasa, dan 

layanan pencetakan, kearsipan, dan ekspedisi. 
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Tahun 2025 capaian kinerja Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum 

sebesar 99,94 persen atau terealisasi sebesar 87,95 persen dari 88,00 

persen yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan 

Layanan Biro Umum Tahun 2025 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IKSK 4. Tingkat Kepuasan 
Layanan Biro Umum 

Persen 88,00 87,95 99,94 

 

Realisasi indikator tingkat kepuasan layanan Biro Umum tahun 2025 

yang belum mencapai target dikarenakan beberapa kendala, antara lain 

persiapan minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian, 

keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang 

perencanaan survei, rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi 

meskipun telah dibuka periode perpanjangan pengisian. Beberapa upaya 

telah dilakukan di tahun 2025 yaitu memaksimalkan sumber daya waktu 

dan manusia yang dimiliki dengan meminimalisasi perubahan metode 

secara fundamental pada survei sehingga hasilnya dapat dibandingkan 

dengan hasil di tahun sebelumnya, dan memperpanjang periode pengisian 

survei dengan memonitor data responden yg belum melakukan pengisian. 

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk 

mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Tingkat Kepuasan 

Layanan Biro Umum yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan Survei 

Kepuasan Layanan Biro Umum (SKLBU) yang dihadiri kepala Biro Umum 

serta menjadikan evaluasi yang dilakukan sebagai pertimbangan pada 

pelaksanaan survei di tahun 2026. 

3.2 Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra 

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab Biro Umum, jika dibandingkan dengan capaian target 2025, terdapat tiga 

indikator yang mampu melebihi target yang ditetapkan dan satu indikator yang 

belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun. Sedangkan 
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apabila dibandingkan dengan target di akhir periode renstra yaitu tahun 2029, 

maka capaian seluruh indikator di tahun 2025 belum mencapai target yang 

ditetapkan di tahun 2029. Namun demikian terdapat satu indikator yang hampir 

mencapai target yang telah ditetapkan di akhir periode renstra (tahun 2029), 

yaitu Tingkat Digitalisasi Arsip dengan capaian terhadap target 2029 sebesar 

99,60 persen. 

Capaian kinerja terhadap target periode akhir renstra (tahun 2029) untuk 

masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13. Capaian Kinerja Biro Umum Terhadap Target Renstra 

Sasaran Kegiatan/ 
Indikator Kinerja Satuan Target 

2025*) 
Target 
2029*) 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Terhadap 

Target 2025 

Capaian 
Terhadap 

Target 2029 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) 
Terwujudnya 
Efektivitas dan 
Efisiensi 
Pengelolaan BMN 

         100,55  98,40 

  
Indeks 
Pengelolaan 
Aset (IPA) 

Poin  3,66  3,74  3,68  100,55  98,40 

  

Indeks Tata 
kelola 
Pengadaan 
(ITKP) 

Poin  89,60  91,50  90,07 100,52   98,44 

  
Tingkat 
Digitalisasi 
Arsip 

Poin  95,00  97,00  96,61 101,69   99,60 

 

Tingkat 
Kepuasan 
Layanan Biro 
Umum 

Persen 88,00 90,00 87,95 99,94 97,72 

*) Sumber data: Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 

tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-

2029, dan Indikator Proksi IKU. 

 

Keberhasilan Biro Umum dalam mencapai target terutama untuk indikator 

Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP), dan 

Tingkat Digitalisasi Arsip dikarenakan adanya komitmen seluruh pegawai untuk 

meningkatkan nilai ketiga indikator ini yang merupakan indeks Reformasi 

Birokrasi. Selain itu, adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara satker 

di pusat dan satker di daerah juga menjadi faktor penting dalam pencapaian 

kinerja ini. Sedangkan masih belum tercapainya target indikator Tingkat 
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kepuasan layanan Biro Umum di Tahun 2025 disebabkan persiapan survei yang 

minim di tengah rutinitas pekerjaan pokok setiap bagian/fungsi, keterbatasan 

sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan survei, serta 

rendahnya jumlah responden yang berpartisipasi meskipun periode pengisian 

diberikan perpanjangan. 
 

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis 

Nasional Tahun 2025 

a. Output yang sudah dihasilkan 

Dalam mendukung peran BPS terhadap prioritas nasional, prioritas 

presiden, dan isu strategis nasional, Biro Umum tahun 2025 sebagai salah 

satu unit kerja yang bersifat supporting telah menghasilkan output berupa: 

1) Penyediaan layanan sarana dan prasarana dalam mendukung 

kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas BPS terkait prioritas 

nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional, seperti 

penyiapan ruang khusus Sekretariat SE2026. 

2) Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan 

dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas BPS 

terkait prioritas nasional, prioritas presiden dan isu strategis nasional, 

seperti melaksanakan pemilihan penyedia untuk kegiatan fullday 

meeting pembinaan kegiatan statistik sektoral, kegiatan Fullboard 

meeting untuk FGD Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program 

MBG, dsb. 

3) Penyediaan layanan pencetakan laporan dan bahan untuk pimpinan, 

sebagai contoh Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program 

MBG, Laporan Hasil Survei Baseline Tahap I dan Tahap 2 Program 

MBG, Laporan Hasil Survei Khusus monitoring dan evaluasi program 

MBG, dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, sehingga hasil 

kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas presiden dan isu 

strategis nasional dapat tersampaikan kepada masyarakat selaku 

pengguna data.  

4) Penyediaan layanan pengiriman sebagai contoh pengiriman plakat dan 

sertifikat  dalam rangka Award Desa Cantik.  
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b. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut  

Sebagai unit supporting dalam mendukung peran BPS terhadap 

ketercapaian prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis 

nasional, beberapa kendala yang masih ditemui yaitu persiapan 

pengadaan yang seringkali mendesak waktunya dan kebutuhan belum 

bersifat fix sehingga sulit melakukan pemilihan penyedia yang dianggap 

mampu memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu persiapan yang pendek 

apalagi jika harus menggunakan sistem elektronik atau e-purchasing. 

Selain itu, pemenuhan permintaan pencetakan laporan dan bahan untuk 

pimpinan terkadang terkendala dengan waktu permintaan yang mendesak 

dan diluar jam kerja, ketersediaan file bahan cetak yang belum final dari 

stakeholders, dan peralatan cetak yang tersedia saat ini sudah discontinue 

serta belum tersedianya mesin cetak polimas/emboss/ponds untuk  

memenuhi permintaan dengan spesifikasi tertentu. 

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 

yaitu memperkuat koordinasi antar Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

dengan PPK sehingga diperoleh kebutuhan yang fix,  melakukan koordinasi 

dengan stakeholder terkait finalisasi file bahan cetak, memperbaiki mesin 

cetak, menggunakan pihak ketiga untuk permintaan cetak dengan dengan 

spesifikasi tertentu serta melaksanakan kerja lembur untuk penyelesaian 

pencetakan. 

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu merancang 

tabel monitoring target dan realisasi barang/jasa dan mengkoordinasikan 

secara berkala kepada PPK terkait rencana jadwal dan realisasi 

pengadaan. Selain itu, mengusulkan pengadaan mesin cetak yang baru 

sebagai pengganti mesin cetak yang sudah discontinue dan mesin cetak 

polimas/emboss/pond untuk memenuhi permintaan cetak dengan 

spesifikasi tertentu. 

 

3.4 Prestasi dan Inovasi Biro Umum Tahun 2025 

Selama tahun 2025 Biro Umum telah melakukan berbagai inovasi dan 

memperoleh berbagai prestasi yang diakui dengan adanya pemberian apresiasi 

dan penghargaan, baik dari internal maupun pihak eksternal BPS. Beberapa 

prestasi berupa penghargaan yang diterima Biro Umum tahun 2025 antara lain: 



 

35 
 

1. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa 

Penghargaan Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian 

Arsip Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan 

Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara”.  

 

Gambar 7. Penyerahan Piagam Penghargaan Penyelamatan dan 

Pelestarian Arsip oleh ANRI 

2. Piagam Penghargaan dari ANRI sebagai Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang memperoleh peringkat VII dengan kategori AA “Sangat 

Memuaskan” berdasarkan Pengawasan kearsipan Tahun 2024. 
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Gambar 8. Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 

2024 dari ANRI 

 
3. Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 

2025 sebagai Juara 1 Kategori Lembaga Negara dan 

Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Menengah atas Capaian 

Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian 

Perindustrian. 

  

Gambar 9. Piagam Penghargaan P3DN Tahun 2025 dari Kementerian 

Perindustrian 

 
4. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai Juara II 

Penjual Lelang Noneksekusi Wajib Terbaik untuk kementerian/lembaga di 

atas 100 satuan kerja dan Juara III Utilisasi BMN untuk 
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kementerian/lembaga di atas 100 satuan kerja dari Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. 

  

 
Gambar 10. Piagam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 

dari DJKN 

 

Sedangkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Biro Umum Tahun 2025 

yaitu: 

1. Pembuatan Aplikasi Chatbot untuk pengaduan terkait masalah kerusakan 

dan kebersihan. Pelaporan kerusakan dan kebersihan sarana prasarana di 

BPS hingga 2024 dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga 

berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan, lemahnya 

dokumentasi, rendahnya transparansi, serta berdampak pada penurunan 

produktivitas, meningkatnya biaya operasional, dan menurunnya kepuasan 
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pegawai. Mengingat dalam kerangka Reformasi Birokrasi yang menuntut 

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan sistem 

pelaporan yang cepat, responsif, dan mudah diakses, sehingga Aplikasi 

CERMAT (CEpat, Responsif, dan Maksimal Tindak Lanjut) dihadirkan 

sebagai solusi berbasis teknologi melalui pemanfaatan QR Code dan 

chatbot WhatsApp untuk mempermudah pelaporan, mempercepat tindak 

lanjut, memudahkan pemantauan, serta mendukung terwujudnya tata 

kelola sarana prasarana yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan 

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan internal serta lingkungan 

kerja di BPS. 

 

 
Gambar 11. Tampilan Aplikasi CERMAT (CEpat, Responsif, dan 

Maksimal Tindak Lanjut) 

2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan merupakan salah satu indikator yang 

diukur dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Selama ini 
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pemantauan pemanfaatan sistem pengadaan seluruh satker BPS dilakukan 

secara manual, sehingga perlu dilakukan inovasi dengan membangun 

sistem pemantauan yang berbasis teknologi sehingga mudah diakses, 

cepat dan datanya up to date. Sistem Pemantauan Pengadaan 

Barang/Jasa Terpadu (Simandaru) pada BackOffice dibangun agar seluruh 

Satker BPS dapat memantau progres pemanfaatan sistem Pengadaan 

(mencakup pengumuman RUP, Penyelesaian E-Purchasing, E-Tendering, 

E-Kontrak, dan Pencatatan Non Tender/Non E-Purchasing Non E-

Tendering) dengan data yang up to date secara harian dan secara mandiri. 

Hal ini dikarenakan Data yang tampil dalam PBJ SIMANDARU telah 

terkoneksi dengan ISB melalui API LKPP sehingga dapat terupdate datanya 

secara harian. Pembangunan Simandaru ini, yang menampilkan monitoring 

pemanfaatan sistem Pengadaan barang/jasa hingga level satker, 

merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks 

Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari sisi pemanfaatan sistem Pengadaan. 

 
Gambar 12. Tampilan Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa 

Terpadu (Simandaru) pada BackOffice 
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3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 

Tahun 2025 Biro Umum berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100,68 

persen. Sedangkan dari sisi anggaran, Biro Umum berhasil menyerap anggaran 

sebesar 92,09 persen atau sebesar Rp119.404.930.629,- dari alokasi anggaran yang 

dapat dipergunakan sebesar Rp129.655.907.000,-. Apabila dilihat dari sisi efisiensi, 

yang merupakan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan 

persentase realisasi anggaran, diperoleh efisiensi sebesar 1,09 (100,68 dibagi 

92,09). Mengingat nilai efisiensi diatas atau sama dengan 1 maka dapat disimpulkan 

bahwa Biro Umum telah efisien dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Berikut 

efisiensi per sasaran kegiatan dan secara total: 

 

Tabel 14. Nilai Efisiensi per Sasaran Kegiatan Tahun 2025 

Sasaran 
Kegiatan/ 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target 
2025*

) 

Realis
asi 

2025 

Capaian 
Terhada
p Target 

2025 
(%) 

PAGU yang 
dapat 

digunakan 
2025 (Rp) 

Realisasi 
Anggaran 2025 

(Rp) 

Persen 
tase 

Realisas
i 

Anggara
n 2025 

(%) 

Efisiensi*
*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (1) (2) 

Terwujudnya 
Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pengelolaan 
BMN 

  
  
  

 100,68 
 129.655.907.0

00 
 119.404.930.6

29 
 92.09 1,09 

  

Indeks 
Pengelola
an Aset 
(IPA) 

Poin  3,66  3,68  100,55         

  

Indeks 
Tata 
kelola 
Pengadaa
n (ITKP) 

Poin  89,60 90,07   100,52        

 
Tingkat 
Digitalisasi 
Arsip 

Poin  95,00  96,61  101,69         

  

Tingkat 
Kepuasan 
Layanan 
Biro 
Umum 

Persen  88,00  87,95  99,94         

Total    129.655.907.0
00 

 119.404.930.6
29 

 92.09  1,09 

 

Efisiensi tersebut sejalan dengan beberapa upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh 

Biro Umum selama tahun 2025, antara lain dengan melakukan penghematan terhadap biaya 

konsumsi rapat dan mengurangi penggunaan listrik ruangan dengan memaksimalkan zoom 
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meeting untuk pelaksanaan rapat, melakukan penghematan listrik, pengurangan biaya 

operasional kantor dengan penerapan sistem WFA dan WFO, serta efisiensi dalam 

penggunaan kertas dan alat tulis kantor dengan cara memaksimalkan penggunaan aplikasi 

SRIKANDI dan tanda tangan elektronik (e-ttd).  
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BAB IV  

  PENUTUP 

 
 
4.1 Kesimpulan 

Akuntabilitas kinerja Biro Umum merupakan perwujudan kewajiban Biro 

Umum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis Badan Pusat Statistik. Melalui penerapan prinsip Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Umum terus berupaya 

menyelaraskan target kinerja dengan tujuan strategis organisasi, sekaligus 

memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi 

nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen di 

lingkungan Badan Pusat Statistik yang tentunya dapat berkontribusi pada 

pencapaian visi BPS sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS 2025-

2029 yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam 

Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju 

Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi sarana evaluasi yang objektif 

untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah 

perbaikan yang berkelanjutan. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa Biro 

Umum di tahun 2025 ini telah mampu mencapai bahkan mampu melebihi 

target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. 

Kesimpulan ini tercermin dari capaian kinerja sasaran Biro Umum yaitu 

“Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN” sebesar 100,68 

persen. 

Dari empat Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Efektivitas dan 

Efisiensi Pengelolaan BMN”, terdapat tiga indikator yang capaian kinerjanya 

telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan terdapat satu indikator 

kinerja yang capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Adapun rincian 

capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran tersebut yaitu: 

1. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Pengelolaan 

Aset (IPA)” pada tahun 2025 adalah 100,55 persen, dengan target 

sebesar 3,66 poin dan realisasi sebesar 3,68 poin; 
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2. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Tata kelola 

Pengadaan (ITKP)” pada tahun 2025 adalah 100,52 persen, dengan target 

sebesar 89,60 poin dan realisasi sebesar 90,07 poin; 

3. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Digitalisasi Arsip” 

pada tahun 2025 adalah 101,69 persen, dengan target sebesar 95 poin 

dan realisasi sebesar 96,61 poin; 

4. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Kepuasan 

Layanan Biro Umum” pada tahun 2025 adalah 99,94 persen, dengan 

target sebesar 88,00 persen dan realisasi sebesar 87,95 persen; 

Dengan capaian kinerja tersebut dan dengan capaian realisasi anggaran 

Biro Umum sebesar 92,09 persen maka tingkat efisiensi Biro Umum diperoleh 

nilai sebesar 1,09 yang menunjukkan bahwa Biro Umum dinilai efisien. Dengan 

kata lain, Biro Umum berhasil mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan 

di awal tahun 2025 dengan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang baik dan 

efisien. Dengan demikian, Biro Umum dapat dikatakan telah berkontribusi 

secara nyata dalam mewujudkan visi dan misi BPS 2025-2029 melalui program, 

kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS 2025-

2029. 

 
4.2 Rekomendasi perbaikan kinerja 

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja Biro Umum pada tahun-

tahun mendatang perlu dilakukan antisipasi terhadap permasalahan yang 

menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja. Selain itu, perlu dirumuskan 

juga rencana tindak lanjutnya. 
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Awal) 
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 1) 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 2) 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Umum Tahun 2025 (Revisi 3) 

 



 

52 
 

 
  



 

53 
 

Lampiran 5. Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan  

Golongan Tahun 2025 

  
 

No Pendidikan 

Golongan 

Jumlah PNS PPPK 

IV III II IX VII V III I 
Paruh 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 S2 7 11 - - - - - - - 18 

2 S1/DIV - 50 - 1 - - - - - 51 

3 DIII - 1 7 - 1 - - - - 9 

4 SLTA/SMA/Sederajat - 14 3 - - 70 8 - - 95 

5 SLTP/SMP/Sederajat - - 8 - - - - - 1 9 

6 SD/Sederajat - - - - - - - 4 - 4 

Jumlah 7 76 18 1 1 70 8 4 1 186 
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Lampiran 6. Jumlah Pegawai Biro Umum Menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan 

Tahun 2025 

 
 

No Pendidikan 

Jabatan 

Jumlah 

 

Kepala 
Biro 

Kepala 
Bagian 

Kepala 
Subbagian 

Fungsional Staf 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

1 S2 1 2 - 15 - 18 
 

2 S1/DIV - - 2 39 10 51 
 

3 DIII - - - 9 - 9 
 

4 SLTA/SMA/Sederajat - - - 20 75 95 
 

5 SLTP/SMP/Sederajat - - - - 9 9 
 

6 SD/Sederajat - - - - 4 4 
 

Jumlah 1 2 2 83 98 186 
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Lampiran 7. Surat Hasil Penilaian Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 

2025 
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Lampiran 8. Surat Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 

2025 
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Lampiran 9. Surat Hasil Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 
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Lampiran 10. Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Umum Tahun 2025 
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Lampiran 11. Daftar Prestasi/Penghargaan yang Diraih Biro Umum Tahun 2025 
 
 

No 
Jenis 

Penghargaan 

Instansi 
Pemberi 

Penghargaan 
Kategori 

Tanggal 
Pemberian 

Penghargaan 

1 
Piagam 
Penghargaan 

Arsip Nasional 
Republik 
Indonesia (ANRI) 

Atas Peran Sertanya dalam 
Penyelamatan dan Pelestarian 
Arsip yang Bernilai Guna 
Pertanggungjawaban Nasional 
Bagi Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan Bernegara. 

29 Oktober 
2025 

2 
Piagam 
Penghargaan 

Arsip Nasional 
Republik 
Indonesia (ANRI) 

Sebagai Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian yang 
Memperoleh Peringkat VII dengan 
Kategori AA “Sangat Memuaskan” 
berdasarkan Hasil Pengawasan 
Kearsipan Tahun 2024. 

14 Mei 2025 

3 Plakat 
Kementerian 
Perindustrian 

Juara 1 Kategori Lembaga Negara 
dan Kementerian/ Lembaga 
dengan Anggaran Belanja 
Menengah atas Capaian Belanja 
Produk Dalam Negeri di Tahun 
Anggaran 2024 – Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

15 Desember 
2025 

4 Plakat 

Kementerian 
Keuangan, 
Direktorat 
Jenderal 
Kekayaan Negara 
(DJKN) 

Penghargaan Anugerah Reksa 
Bandha Tahun 2025 sebagai 
Juara II Kategori Penjual Lelang 
Noneksekusi Wajib Terbaik untuk 
kementerian/lembaga di atas 100 
satuan kerja 

18 Desember 
2025 

5 Plakat 

Kementerian 
Keuangan, 
Direktorat 
Jenderal 
Kekayaan Negara 
(DJKN) 

Penghargaan Anugerah Reksa 
Bandha Tahun 2025 sebagai 
Juara III Kategori Utilisasi Barang 
Milik Negara Kelompok untuk 
kementerian/lembaga di atas 100 
satuan kerja 

18 Desember 
2025 
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Lampiran 12. Daftar Inovasi yang Dihasilkan Biro Umum Tahun 2025 
 
 

No Nama Inovasi Keterangan Inovasi Cakupan 

1 

Aplikasi Chatbot si 
CERMAT (CEpat, 
Responsif, dan 
Maksimal Tindak Lanjut) 

Aplikasi untuk pengaduan terkait masalah 
kerusakan dan kebersihan, yang hadir 
sebagai solusi berbasis teknologi melalui 
pemanfaatan QR Code dan chatbot 
WhatsApp 

Satker 
Sekretariat 
Utama BPS 

2 

Sistem Pemantauan 
Pengadaan 
Barang/Jasa Terpadu 
(SIMANDARU) pada 
BackOffice 

Sistem yang memudahkan seluruh Satker 
BPS untuk memantau progres pemanfaatan 
sistem Pengadaan (mencakup pengumuman 
RUP, Penyelesaian E-Purchasing, E-
Tendering, E-Kontrak, dan Pencatatan Non 
Tender/Non E-Purchasing Non E-Tendering) 
dengan data yang up to date secara harian 
dan secara mandiri, dalam rangka 
memperoleh nilai indikator Pemanfaatan 
Sistem Pengadaan yang optimal dalam 
rangka penilaian Indeks Tata Kelola 
Pengadaan (ITKP). 

Seluruh Satker 
BPS se-
Indonesia 
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Lampiran 13. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 

2025 

 
 

 
 

Anggaran (Total) 
Rp

Anggaran (Dapat 
Digunakan)

Rp

Realisasi 
Rp

%  Realisasi 
Terhadap 

Anggaran (Dapat 
Digunakan)

Target Realisasi %

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN 138.015.864.000 129.655.907.000 119.404.930.629 92,09 100,68
IKSK Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 3,66 3,68 100,55
IKSK Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 89,60 90,07 100,52
IKSK Tingkat Digitalisasi Arsip 95,00 96,61 101,69
IKSK Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum 88,00 87,95 99,94
RO Layanan BMN 137.300.000 137.300.000 105.026.639 76,49 1,00 1,00
RO Layanan Umum 1.941.410.000 1.941.410.000 1.742.221.562 89,74 3,00 3,00
RO Layanan Perkantoran 132.357.444.000 124.758.195.000 115.008.225.725 92,18 1,00 1,00
RO Layanan Sarana Internal 2.842.613.000 2.081.905.000 2.057.427.358 98,82 1,00 1,00
RO Layanan Prasarana Internal 737.097.000 737.097.000 492.029.345 66,75 1,00 1,00

Belanja Capaian Kinerja

Uraian
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